
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.224, 2014 KEMENPERIN. Izin Usaha. Izin Perluasan.
Kawasan Industri. Tata Cara.

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05/M-IND/PER/2/2014
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN
PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2009 tentang Kawasan Industri, perlu
menetapkan kembali Tata Cara Pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan
Kawasan Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata
Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan
Izin Perluasan Kawasan Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 2043);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan
Pengembangan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3330);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3815) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3910);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5285);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu
Pintu di Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa
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kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet
Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 60/P Tahun 2013;

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi
dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup;

19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 73/M-
IND/PER/7/2009 tentang Tim Nasional Kawasan
Industri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12/M-
IND/PER/2/2011;

20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-
IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin
Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, dan Izin
Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 16/M-
IND/PER/2/2010;

21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/M-
IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis
Kawasan Industri;

22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-
IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN
INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN
INDUSTRI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang
diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4. Perluasan Kawasan Industri adalah penambahan luasan Kawasan
Industri melebihi luas lahan yang telah diizinkan.

5. Perusahaan Pengelola Kawasan Industri adalah badan hukum yang
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
yang ditunjuk oleh dan/atau menerima pengalihan hak dan kewajiban
dari Perusahaan Kawasan Industri khusus untuk melaksanakan
pengelolaan sebagian atau seluruh Kawasan Industri.

6. Pengembangan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi
penguasaan dan pematangan tanah, penyediaan Prasarana dan
Sarana Penunjang, penyiapan kaveling dan/atau bangunan pabrik
siap pakai serta kegiatan penjualan dan/atau penyewaannya.

7. Pengelolaan Kawasan Industri adalah kegiatan yang meliputi
pengoperasian dan/atau pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Penunjang Kawasan Industri termasuk kegiatan pelayanan jasa bagi
industri di dalam Kawasan Industri.

8. Prasarana Kawasan Industri adalah infrastruktur di dalam Kawasan
Industri yang meliputi jaringan jalan, saluran air hujan, instalasi
penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi listrik, jaringan
distribusi telekomunikasi, saluran pengumpulan air limbah industri,
instalasi pengolahan air limbah, penampungan sementara limbah
padat, penerangan jalan, dan unit pemadam kebakaran.

9. Sarana Penunjang Kawasan Industri adalah meliputi kantor pengelola,
bank, kantor pos, kantor pelayanan telekomunikasi, poliklinik, kantin,
sarana ibadah, perumahan karyawan industri dan asrama, pos
keamanan, sarana kesegaran jasmani, halte angkutan umum, dan
fasilitas penunjang lainnya.

www.djpp.kemenkumham.go.id


